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Research Objectives (1) To find out what influences law enforcement in 

criminal acts at the Konawe Police. (2) To find out what obstacles the 

police investigators face in carrying out their duties and functions as 

investigators. This research proposal preparation begins with initial 

research by collecting various data and information relevant to the 

problems to be studied. In the next stage, the author conducted research 

at the Konawe Police Criminal Investigation Unit, Konawe Regency. 

Research Results (1) Factors that influence law enforcement in general 

criminal acts include: legal factors themselves, law enforcers, facility 

factors, community factors and cultural factors. The obstacles for police 

investigators in carrying out their duties and functions as investigators 

are: Lack of witness participation in providing information in the 

investigation process, Many investigators still have low levels of 

education, Limited number of investigators, Inadequate income/salary 

factors for investigators, Minimal investigation budget and Inadequate 

facilities and infrastructure to support investigator performance. 

 

 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengantegas dalam penjelasan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia 

berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).  

 

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah 

negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa 

kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara 

hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara.  

 

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. 

Pembicaraan mengenai  hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law 

enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan 

lagi, akan terarah pada aparatpenegakhukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam 

memperjuangkan  penegakan hukum dan keadilan.  
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Aparat  penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. 

Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegakhukum, mereka adalah komandan dalam 

melaksanakan amanat undang-undang  menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. 

Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam 

menjalankan tugas di tengah masyarakat,cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu 

dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggungjawab dengan medan tempur yang 

jelas dan cukup waktu mengatur strategi. 

 

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan 

hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di indonesia sebelum POLRI 

dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan  pengadilan bertugas  sebagai penyidik. Dalam tugasnya 

dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan 

berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan 

kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat 

langsung dalam pertempuran  melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama 

kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri  karena Polri  lahir sebagai 

satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.Kepolisian  

 

Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang 

selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat  

Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang 

dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara 

ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang 

dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua 

mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, 

boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri. 

             

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP 

 

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan 

pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa 

seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam 

tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang 

tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.  

 

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, 

sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara 

penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan 

kebenaran dalam tindakpidana. 

 

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian 

tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur 

dalam Undang-undang.  

 

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, 

penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan 

terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). 
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Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, 

agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabatmanusia. 

 

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang(Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 5 KUHAP: Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena 

kewajibannya mempunyai wewenang:  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentangadanya tindakpidana  

b. Mencari keterangan dan barangbukti.  

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenaldiri.  

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

 

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:  

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan danpenyitaan  

b. Pemeriksan dan penyitaan surat  

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.  

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik membuat dan 

menyampaikan laporanpelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan 

huruf b kepada penyidik.  

 

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut 

dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. 

Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam 

Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan 

demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu 

peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.  

 

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 ”serangkaian tindakan yang 

dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: 

KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi 

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak 

pidananya.” 

 

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titikberattekanannya 

diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang 

ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. 

 

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara 

keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa 

pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh 

Yahya Harahap (2002:109)yaitu: 

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada 

dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasanpenyidik.  

2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan 

menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-

hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang 

disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, 

penggeledahan danpenyitaan. 

 

 

 



© 2021 Sultra Law Review 

Vol. 03, No. 2 2021, pp. 1640 - 1653 

 
1643                                                                                                                              

B. Pengertian Penyidik  

 

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannnya tersebut, penyidik 

mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakpidana;  

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diritersangka;  

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

 

Menurut Gerson Bawengan ( 2007 : 11 ) tujuan penyidikan adalah untuk:  Menunjuk siapa yang 

telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah 

dilakukan.Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-

keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu’. 

 

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan ( 2007 : 

21 ) adalah :  

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;  

2. identitas daripada sikorban;  

3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;  

4. waktu terjadinya kejahatan;  

5. motif, tujuan sertaniat;  

6. identitas pelaku kejahatan 

 

C. Syarat-Syarat Penyidik 

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang 

dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negarai Republik Indonesia dan Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka 

seseorang yang ditunjuk sebagaipenyidikharuslahmemenuhi persyaratan-persyaratanyang 

mendukung tugas tersebut, sperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping 

syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. 

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

(POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. 

 

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan 

Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Penagdilan Umum. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP 

ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) 

sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI 

yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan 

wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.Proses penyidikanPerkara Menurut Gerson Bawengan 

(2007 : 15) bahwa : Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan 

metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :  

1. Identifikasi;  

2. Sidik jari;  

3. Modus operandi;  

4. Files;  

5. Informan;  

6. Interogasi;  

7. Bantuan ilmiah;  
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Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, 

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 

merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai 

penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata 

penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat 

(1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah 

penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap 

belum lengkap,maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai 

petunjuk untuk melengkapinya.Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan 

petunjuk penuntut umum.  

 

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak 

mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 

pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP). 

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-

alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut.  

 

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP, yaitu:  

1. Keterangan saksi,  

2. Keterangan ahli,  

3. Surat,  

4. Petunjuk  

5. Keterangan terdakwa.  

 

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik 

dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.  Abdul 

Mun’im dan Agung Legowo Tjiptomartono (2002:13) mengatakan bahwa : Fungsi penyidikan 

adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu 

perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-

lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.  

 

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya 

memanfaatlan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun’im dan Agung Legowo 

Tjiptomartono (2002:13), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah:  

a. Barang bukti atau Physical evidence, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika 

dantumbuh-tumbuhan;  

b. Dokumen serta catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal lainnya dan 

catatan mengenaiancaman;  

c. Orang-orang, seperti: korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan 

dengan korban, tersngka dan keadaan di tempat kejadianperistiwa.  

 

Abdul Mun’im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982:6) menyebutkan bahwa untuk dapat 

memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari 

ilmu- ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.  

 

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah 

(2008:33) dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara;  

2. Penggeledahan;  

3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atautersangka; 
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4. Diambil dari pihakketiga;  

5. Barangtemuan.  

 

D. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri 

 

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh 

berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka”melakukan pemeriksaan 

dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”; mendatangkan 

seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan 

penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 

KUHAP).  

 

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, 

pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan 

lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan 

dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP). 

 

Menurut Undang-Undang  Kepolisian  Republik  Indonesia No. 2 tahun 2002, yang dimaksud 

dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga 

Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik  Indonesia 

bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman 

masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan negara dan tercapainya tujuannasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

(Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002) 

 

Fungsi Kepolisan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta 

perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya 

tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan 

dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002). Menurut Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 

tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerima laporan dan pengaduan.  

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian. 

c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.  

d. Mencari keterangan dan barang bukti. 

e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.  

 

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit 

dilaksanakan karena harus membuatsuatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada 

saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui 

hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak 

pidana apa yang telahterjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar 

penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana 

itu.Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat 

dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan 

telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik 

polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah (2003:33) 

bahwa : Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili 

dandipidana dan menurut padangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak 

kewibawaannya dalam masyarakat.Penuntut umum puntak mampu menuntut, manakala Polisi 
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memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan 

bebasnya perkara itu di pengadilan. 

 

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor 

kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan 

kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan 

teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga 

jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik 

dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara 

Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan 

disiplin hukum demi penerapan HakAsasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (2003:34):  

 

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena 

pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang 

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat memebantu dalam menemukan 

kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Andi Hamzah (2003:34)bahwa : 

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan 

penemuan fakta yang sudah ada sehinggga dapat membentuk kontruksi yang logis. 

Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama 

dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai 

pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang 

berbicara dari hati ke hati.  

2. Dengan berbekal  pengetahuan  kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara 

sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, 

mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.  

 

Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperanseperti, Ilmu Tuhan, 

Ilmu Kimia, Fisiologi, Anantomi, Patologik, Toksilogi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik 

jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi. Penelitian dari pengusutan usaha menemukan 

kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-

kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri 

yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu 

penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta 

akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi. 

 

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban Penyidik dalam proses perkara 

pidana karena penyidiklah yang akan berperan digarisdepandalam pelaksanaan penengakan 

hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan 

hati-hati akan membuahkan hasil. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penyusunan  Proposalini  dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan berbagai data 

dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap lanjutan penulis 

melakukan penelitian di Reskrim Polres Konawe Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan 

adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara 

kualitatif. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data kasus Tindak Pidana Umum yang Yang Diproses Oleh Penyidik Reskrim Polres 

Konawe dari  Tahun 2016 – 2020 

 

No  Tahun  Laporan  Proses  Selesai  SP3 Ket  

1 

2 

3 

4 

5 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

20 

25 

35 

28 

31 

20 

25 

35 

28 

31 

20 

25 

35 

26 

31 

- 

1 

- 

2 

- 

 

 Jumlah  139 137 137 3  

Sumber data : Reskrim Polres Konawe 2021 

 

B. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono 

Soekantor (1983:8) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan 

demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-

contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat indonesia. 

 

1. Faktor hukumnya sendiri 

 

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 

penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, 

terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak 

yang positif. Menurut Soerjono Soekanto (1983:12-14) asas-asas tersebut antara lain : 

a. Undang-undang yang tidak berlaku surut; 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, 

apabila pembuatnya sama 

e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku 

terdahulu 

 

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan 

karena: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 
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b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-

undang 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran 

di dalam penafsiran serta penerapannya. 

 

2. Penegak Hukum 

 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai 

kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan 

atau membawakan peranan yang dapat di terima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang 

mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak 

hukum, menurut Soerjono Soekanto (1983:21): 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia 

berinteraksi. 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk 

membuat proyeksi 

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama 

kebutuhan material. 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. 

 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap sebagai 

berikut : 

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu. 

c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya. 

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya. 

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan. 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin  penegakan  hukum akan berjalan 

dengan lancar. Saranan atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, 

dan seterusnya. 

 

Sarana dan fasilitas  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan 

yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto (1983:44), sarana atau 

fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut : 

a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul. 

b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan. 

c. Yang kurang ditambah 

d. Yang macet dilancarkan. 

e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan. 

 

4. Faktor Masyarakat 

 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
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Masyarakat indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengidentifkkasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). 

Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senatiasa  dikaitkan dengan pola 

perilaku penegak hukum tersebut. 

 

Warga masyarakat rata-rata  mempunyai  pengharapan, agar polisi  dengan serta merta dapat 

menanggulangi masalah yang di hadapi tanpa memperhitungkan  apakah polisi tersebut baru saja 

menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah  berpengalaman. Di dalam 

kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan  pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi  

langsung terjun kedala masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. 

 

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum 

itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. 

 

5. Faktor kebudayaan 

 

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, 

karena didalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual atau non materil. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh soerjono 

soekanto (2013:59), sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tigas unsur, yaitu : 

a. Struktur, yaitu kseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup 

antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan 

dengan para hakimnya, dan lain-lain. 

b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. 

c. Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan-keyakinan)  

kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari[ara penegak hukum maupun 

dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. 

 

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 

dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 

Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan 

ini. 

 

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, menurut Soerjono Soekanto (2013:60), adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai  ketertiban  dan nilai  ketentraman. 

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan. 

c. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme 

 

Di indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh indonesia saat ini bukan hanya terletak 

pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat 

terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

 

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau 

pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu 

mendapat perhatian, yakni : perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum 

kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk 
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mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien 

serta akuntabel.  

 

C. Hambatan atau Kendala Penyidik Reskrim Polres Konawe dalam Melakukan Proses 

Penyedikan Tindak Pidana Umum  

 

Dalam proses penydikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan -permasalahan yang 

menjadi kendala penyidk untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. 

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan 

sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi 

yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman padaketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Menurut  kaur Bin Ops Satreskrim Polres Konawe, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri 

dalam proses penyidikan perkara pidana adalah : 

 

a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 

 

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan 

dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). 

Menurut  kaur Bin Ops Polres Konawe  (wawancara tanggal 02 Oktober 2020) : Kendala yang 

dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, 

kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan 

pemanggilan. 

 

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalamproses penyidikan 

tindak pidana.Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut 

memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit–belit. Sementara 

keterangan saksimerupakansalah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini 

sangat menghambat proses penyidikan. 

 

b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah  

 

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. 

Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang 

tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi 

kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan 

kepadapenjahatnya (accussed). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat 

dibutuhkan. 

 

Menurut  kaur Bin Ops Polres Konawe (wawancara tanggal 02 Oktober 2020) : Kebanyakan 

anggota penyidik di Polres Konawe hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan 

pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Sebagai alat negara 

penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan 

pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. 

 

Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM 

Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya. Seorang 

penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM penyidik 

polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing, 
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misalnya,penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang 

narkoba dan begitu  pundi bagian penyidikan yang lain. 

 

Penyidik  Satreskrim Polres Konawe yang berpendidikan sarjana hanya sebagian kecil darijumlah 

penyidik yang ada diSat-Reskrim  Polres KonaweKualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari 

kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena  untuk  

berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan 

dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan 

pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa 

dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk 

tahapan-tahapan selanjutnya. 

 

c. Terbatasnya Jumlah Personil 

 

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kab. Konawe  maka tentu di butuhkan jumlah 

personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat 

proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Kita masih sangat kekurangan anggota dan 

untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita 

miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. 

 

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat 

berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah 

penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin 

tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan 

yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Sat Reskrim tidak efektif.  

 

Bahwa jumlah penyidik hanya 28 orang sedangkan kasus yang masuk selama tahun 2019 di Polres 

Konawe berjumlah 376 kasus dan yang terselesaikan hanya 220 kasus, pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya personil penyidik yang ada di Polres  Konawe , sehingga mengakibatkan terhambatnya 

proses penyidikan dan bahkan sampai tidak terselesaikan. 

 

d. Faktor penghasilan ataugaji penyidik yamg masih belum memadai. 

 

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belummemadai adalah salah satu faktor kurang 

maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kitaketahui bahwa 

setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum 

tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan 

atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara 

profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan  Kaur Bin Ops Bareskrim Polres Konawe (wawancara 

pada tanggal 2 Oktober 2021) : 

 

Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang 

termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri. 

 

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang 

kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan 

kesejahteraan penegak hukum  unutk  mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek 

mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kineja atau remunirasi dengan 

jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisisan, sehingga 

dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. 
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e. Minimnya anggaran penyidikan 

 

Untuk memproses suatu perkara pidanatentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang 

kinerja penyidik POLRI. Dengan  minimnya  anggara  penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja 

pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri.  Menurut  Kaur Bin Ops Polres Konawe 

(wawancara pada tanggal 2 Oktober 2020 ) 

 

Minimnya anggaran  operasional  penyidikan  merupakan salah satu kendala dalam proses 

penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang 

membuat proses penyidikan berjalan lamban. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat 

menghambat  proses  penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang 

pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan 

uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak 

selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses 

penyidikan oleh Minimnya  anggaran  penyidikan  Untuk memproses suatu perkara  pidana  tentu 

dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Denganminimnya 

anggara penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini 

penyidik polri.  Menurut ,  Kaur Bin Ops Polres Konawe (wawancara pada tanggal 2 Oktober 2020) 

Minimnya  anggaran  operasional  penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses 

penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang 

membuat proses penyidikan berjalan lamban. 

 

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat  proses penyidikan, tidak sedikit dari 

anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak 

semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan 

sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum dalam tindak pidana umum antara lain: 

a. faktor hukumnya sendiri 

b. penegak hukum 

c. faktor sarana atau fasilitas 

d. faktor masyarakat 

e. faktor kebudayaan 

2. Kendala-kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. 

a. kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 

b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masiih rendah 

c. Terbatasnya jumlahpenyidik 

d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai 

e. Minimnya anggaran penyidikan 

f. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah: 

1. Perlu dilakukan revisi terhadap kUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar 

proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memkan waktu yang lama. 
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2. Kemampuandan pengetahuanpenyidik tentang penydidikan harus ditingkatkan dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan 

kemampuan di bidang penyidikan 

3. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif. 

4. Peningkatan kesejahteran penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar 

memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri 

5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang 

semakin tinggi 
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